
Mengingat : 1. · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor2043). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 4 T ahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukirrian 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

4. Undang-Undang lfomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NomoL . .'100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesin Nomor 3495); . · 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 115, Tambehan Lembaran Negara Hepublik 
Indonesia Nomor ~·501); · · 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungail Hidup 
(Lembaran Negar;i Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 54, Tambahan Lernberan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

8. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsnuksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); · . 

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentanq Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); · 

· Menimbang: · a; bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang 
Kabupaten dan Pembsnquaan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan Penertiban . 
.dan Penataan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan; 

b. bahwa dalam ranqka menjamin keselarnatan masyarakat dan guna tercapainya 
kelestadan lingkungan, dipandang perlu adanya Penertiban dan Pengaturan atas 
pelaksanaan menjirikan, memanfaatkan dan merubuhkan bangunan. 

c. bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud pada huruf a dan hliruf b 
diatas perlu menetapkan Peraturan Bupafi Nias Selatan Tentang Petunjuk Teknis 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi lzin 

·Mendirikan Bangunan. 

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN 
NOMOR: O~ TAHUN 2011 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 10 
TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

· BUPATI NIAS SELATAN, 

BUP ATI NIAS SELATAN 
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI NIAS $ELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007 

· TENTANG_ .RETRIBUSI .IZIN MENDIRIKAN BANGllNAN . . 

MEMUTUSKAN: 
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10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tenta~g Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, 
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara ReptibliR ind6nesia Nomor 4272); 

11. Undang-Undang lfomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Uodangan (Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Repub(ik Indonesia Nomor ,i389); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat da_n Pemeiintah Daerah {Lmnbaran Negara Republik Indonesia T ahun 
20_04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 t~ntang Peraturan Pelaksana Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Namer :1258); 

15. Peraturan Pemerintah · Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun· 201)5 tentang PengeJolaan Keungan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ,'.005 tentang Pe.doman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4539); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan . Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2007 Nomor : 82, 

. Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4737); · 
19; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesla Namer 4741); 

20. Peraturan Menteri · Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ten tang Tata Naskah Dinas di - 
Lingkungan Pemenntah Daerah; 

21. Keputusan Mente1i Dalam :Negeri Nomor 131_.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan 
Pemberhentian Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan 

.Provinsi Sumatera Utara; 
22. Keputusan Mente,i Dalam Negeri Nomor 131.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan . 

Pemberhentian Wpkil Bupatl Nias Selatan dan Penqesahan Pengangkatan ·wakil Bupatl 
Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara; . 

23. Peraturan Daerah' Kabupaten Nias selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin 
· Mendirikan Bangui1an; 
· 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang· Susunan 

Organisasi dan Teta Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan; 
. 25. Petc3turan Bupatf Nias Selatan Namer 4 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan 

Fungsi Lembaga l eknis Daerah Kabupaten Ni,IS Selatan; 
26. Peraturan Bupati llias Selafan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebahagian 

Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Kantor Pelayanan -?erizinan Terpadu Kabupateh Nias Selatan; · . 

· 27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tal~un 2010 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatail; 
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Pasal 1 ,,. 
-.-- Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan yang dimaksud dengan: 

1. Daeratt adslah ISabupaten Nias Helatan · 
2. Pemerihtah Oaerah adalah Pemurintah Kabupaten Nias Sele: tan 
3. Bupati ~dalah Bupati Nias Selatan · 
4. Wakil B,upati ada1ah Wakil Bupati Nias Selatan . 

· · 5. Kantor :j Pelayanan Perizinan Te rpadu adalah · Kantor Pelayanan Perizinan T erpadu Kabupaten · Nias 
Selatan. . 

6. Kas Da.~rah ada\ah Kas Daeran l<abupaten Nias Selatan - . 
7. Bendaijarawan Khusus Penerirna yang .selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus 

Penerima pada Kantor Pelayanan Perzlnen Terpadu Kabupat~n Nias Selatan. 
· 8. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah se!anjutnya disingkat Dinas Kimpraswi! ada!ah Dipas 

Permu~man Prasarana Wilayah Kabupeten Nias Selatan. 
9. Wajib ijetribusi adalah orang prihadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajib~an untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
10. Penga~asan adalah Pengawas~n Umum dan Teknis yang dilaksanakan oieh Kepala Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan bersama dengar1 lnstansUUnit Kerja terkait. · 
11. lnstensl Teknis terkait adalah lnstansi yang membidangi/berwenang yang menangani masalsh 

bangunan dimaksud. .. · · • 
12. · Bangun~n adalah wujud fisik hasil pekerjaan rekonstruksi yang berfungsl urduk tempat penyimpanan, 

per1ind~ngan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjc;dinya aliran yang ·menyatu dengan tempat 
kedudu~an yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atc;,u didalam tanah atau air. 

13. Bangun~n Gedung adalah bangunan yang didmkan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian 
atau selµruhnya berada diatas atau didatam tanah dan air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat 
maousla melakukan kegiatannya. 

14. Bangun~n Semi Perrnanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan 
dinyata~n antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. . . . . . · 

15. Banguna.n Sememara/Darurat adalah bangunan yang dlt nJau dan seg, konstruksl dan bangunan 
dinyata~~n kurang dari 5 tahun. 

· 16. Kaplinglfekarangan ·adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah 
dapat diwergunakan ontuk tempat mendirikan bangunan. 

17. Mendirik~n bangunan adalah pekerjaar:1 mengadakan bangunan seluruh atau sebagian termasuk · 
.pekerjaa,n menggali, menimbun · atau meletakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan 
mengad~an bangunan tersebut 

18. MerubuHkan bangunan adalah pekerjaaA mengadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari 
segi fungsi bangunan dan atau koristruksi; . . I 

19. Garis Se~padan adalah garis p,1da hala~an pekarangan perumahan yang ditarik, sejajar denqen garis 
as jalan,:jtepi sungai, atau as pagar dan rnerupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh 
dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan. 

20. Koefisien Casar Bangunan (KDB.I ada!ah bi!angan pokok atas perbandingan antara luas !antai bangunan 
dengan lµas kapling/pekarangan: . . 

21. Koefisie~ Lantal Bangunan (KlfJ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara kotak luas lantai 
banguna:h dengan luas kaplingtpokarangan. 

22. Koefisieri Daerah Hijau (KOH) .3dalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas Daerah Hijau 
dengan luas kapling/pekarangan. · · . 

23. Tinggi B~ngunan adalah jarak yang diukur dari permukaan 1 anah dimana bangunan tersebut didirikan, 
samapi d~ngan titik puncak dari bangunan. . . 

24. lzin 881"\gunan {lB) adalah izin yang diberikan untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan 
menambah bangunsn, . . 
lzin Perupuhan Bangunan (IPB) adalah izili yang diberikan untuk menghapuskan/merubuhkan bangunan 
secara t~tal baik seeera ffsik ~auprin secara fungsi. Sesuai dengan fungsi. Sesuai dengan fungsi 
bangunaiil yang tertera dalam IMS. . 
Pejabat 4cf alah pegawai yang diheri tugas tertentu dibidang iRetribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundamg-undarigan. · . · 

27. Retribusi~Daerah yang selanjutn11a disebut retribusi adalah p1mgutan daerah sebagai bayaran atas jasa 
atau pernberian izin tertentu yan!J khusus ,disediakan dan atau dibeiikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentinQan orang pribadi dan atau baden hukum. · 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

. ~ . 
I · .. I 
I 

.J \ 25. 

l ,, 
" ~, 26. 



Pasar 5 
(1) Setiap me11'.dirikan bangunan · perorangan, badan hukum, yayasan dan organisasi lainnya baik sendiri 

sendiri ma~pun wakilnya yang sail wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah melalui 

BABIV . 
KETENTUAN PERIZINAN 

I 
I 

--1 

(1) Jenis-jenis:\bangunan yang diberikan izin: 
. a. bangun~n rumah tempat tinggal; 
b. bangun~n perdagangan/pertokoan; · 
c. bangunan kantor; 
d. bangunan indastri; 
e. bangun~n umum; 
f. banguncJI) Gudang; 
g. bangun~n hotel; 
h. bangunan pendidikan; 

1 . . 

i. bangun~n tempat usaha penangkaran burung wallet; 
j. bangunan pagar; dan . 
k, selaind~ri bangunan huruf a sampai dengan huruf j. 

(2) Jenis-jenis :~angunan sebagimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan tinggi bangunan 
dalam peil l~ntai, sebagai berikut :· 
a. ketentu$ tinggi bangunan disesuaikan dengan lokasi dan lingkungan bangunan serta tidak 

bertentapgan dengan Rencana Umum Tata Ruang; 
b. ketingg1~n peil lantai dasar maximum 60 cm dari permukaan aspal; . 
c. untuk d~erah rawan banjir peil lantai daset maximum 120 cm dari permukaan aspal; dan 
d. bangun~n yang halamannya 'dlouat palvin blok atau cor baton, tidak boleh mengalirkan air hujan ke 

badan jaJan tetapi harus membu 3t alur menu ju paril 

Pasal 4 

. BAB HI 
. JENIS IZIN BANGUNAN 

lzin Mendirikaa. Bangunan bertujuan untuk : 
a. menetapk~n Garis Sempadan Pagar, garis sempadan bangunan, ketinggian permukaan tanah pekarangan 

serta tem$t yang.akan didirikan b,ngunan; . . . 
b. untuk pen~taan tata ruang kabupaten; dan 
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daereh {PAD) I . 

Pasal 3 

Pasal 2 
Penyelenggar~an, Pengurusan, Pernblnaan dan Pengawasan F'emerintah Daerah dalam Penerbitan lzin 
Mendirikan B~ngunan dilakukan· berdasarken azas-azas Peraturm Daerah yang berlaku dan prinslp-prinsip 
dan sasaran ~alam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama 
dengan biaya ~enyelenggaraan pemberian izin. 

BAB II 
/4:ZAS DAN TUJUAN 

., l -· I . ~~ 
I 
I 
\ 

· .. ,. 
· \ 28. Perizlnan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

· orang aJau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. 
atas kegiatan, pemanfaatan rt.Jang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau 
fasilitas:!menjaga kelestarian ling~.ungatt 

~--- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daersh yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 
menent~kan besarnya jumlah Re·Jibusi yang terutang. . · 

30. Masa R~tribusi adalah suatu jangka waktu terte.ntu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untak m~manfaatkan izin tempat usaha. 



Pasal6 
(1) mekanisme, uraian kegiatan dan jadwal penyelesaian lzin Mendirikan Bangunan dari masing-masing 

instansi te'.rkait sebagai berikut : · 
A. Kantor Carnal · . 

Set~lah menerima berkas permohonan rnaka Camat me aksanakan kegiatan proses mengeluarkan 
Peri~10honan mendirikan bangunan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja dengan uraian kegiatan 
danljadwalsebagaiberikut: . 
a. foeneliti lokasi bangunan sesuai dengan Rencar,a Tata Wilayah Kabupaten Nias Selatan 

Rencana Umum Tata Ruang Kata , Rencana Tata Ruang Kecamatan dan Aspek-aspek 
'Lingkungan Hidup; · 

b. inenerbitkan pengumuman atas nama Bupati Nias Selatan yang ditempelkan di Kantor Camat 
setempat dan di Lokasi bangunan yang dimohon sehinggga mudah dilihat/dibaca dan 
iembusannya disampai\1tan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Nias Selatan dan Kepf11a · Desa/Kelurahan guna memberi kesempatan kepada masyarakat 
µmum untuk mengajukan keberatann sehubungan permohonan tersebut; 

c. ~alam kurun waktu 5 (Lima) hari sejak tanggal pongumuman diterbitkan, masyarakat dapat · 
mengajukan keberatan atas · pendirian bangunan perombakan/ menambah/ mengurangi/ . 
m,eniadakan sebagian bangunan tersebut; dan 

d. ~ila dalam kurun waktu 5 (Lima) hari tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatannya 
m,aka. Carnal meneruskan permohonan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun 
',Vaktu·1 (satu) hari setelah setelah pengumuman 

B. Din~s Pemukiman dan Pra:iarana Wilayah Kabupaten Nias Selatan (Kimpraswil) . 
Dina~ Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias Selatan (Kimpraswil) melakukan uraian 
kegi.tan sebagai berikut : 
a. P,emeriksaan lokasi tapak bangunan selambat-arnbamya 3 (tiga) hari, kecuali bangunan lantai 3 

~ga) keatas selama 4 {ernpat) hari sesuai surat pennohonan; 
b. rpeneliti gambar konstruksi, Rencana Anggaran Biaya {RAB) termasuk perhitungan Bahan 

(Salian Golongan ·c" selama 2 (dua) hari kerja; dan 
c. ~asil pemeriksaan sebagaimana. dimaksud pad a huruf a dan huruf b selanjutnya pemohon 

r,,eneruskan kepada K,IDtor Pelayanan .. Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan untuk 
diproses selanjutnya. · · · 

C. Kan(or Pelayanan Perizinan Terpadµ ( KP2T) Kabupa1eli Nias Selatan 
SeteJah menerima Berkas dari Camat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Katiupaten Nias 
Selatan melaksanakan proses lzin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 
kerj~ dengan uraian kegiatan dan penjadwalan waktu sebagai berikut: · 
a. P,enelitian Berkas Permohonan selama 2 (dua) hari knrja; 
b. Piemerikasaan lokasi tapak banglinan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kecuali bangunan lantai 

~ (tiga) keatas selama 4 (empat) hari; · · 
. c. rjleneliti gambar Kontruksi, Rencana Anggatan Biaya ( RAB) Selama 1 (satu) hari; 

d. berkas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon; 
e. · f1lenetapkan dan men:umgut biaya ·pemeriksaan gamhar/koreksi gambar yang meliputi kontrtJksi 

d,an Arsitektur, . · 
f. ,nenetapkar:i dan memungut biaya retribusi lzin Mend.rikan Bangunan; 

Kepala K~ntqr Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nic1s Selatan, di atas fonnulir yang disediakan 
'oleh Pem~rintah Daerah-Kabupaten Nias Selatan dengan melampirkan: 
a. fotocopy tanda bukti 'pemilikan tanah (sertifikat akta jual :'Jeli, atas surat alas hak lainnya) yang telah 

dilegallsir oleh pejabat yang beiweriatfg: sebariyak 3 (tiga) set; · 
b. gamb~r bangunan dan Rencana Anggatan Biaya (RAB) sellanyak 3 (tiga) set; 
c. renca~a kebu~han jumlah bahan galian: golohgan C; . 
d. map k~song sebanyak 4 (empat) buah; 
e. materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 
f. fotOCOP,y KTP sebanyak 2 {dua) lembar; dan . 
g. fotocopy lunas PBB sebanyak ,'. (dua) lembar 

(2) Setiap pet,nohon berkewajiban membayar Retribusi IMS yaitu j: Biaya Retribusi lzin mendirikan Bangunan, 
biaya pemeriksaan .gambar/koreksi gambar yang meliputl konstruksi dan arsitektur, biaya pengawasan, 
dan sesu4i ketentuan dan peraturan yang berlaku. · · 

(3) Penerbita~ lzin Mendirikan Bangunan {IMB) dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata 
Ruang ya~g berlaku. · 

------·····-····· ... - 
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. Pasal11 
(1) Perhitung~ tarif Retribusi lzin Mondirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan 

Daerah K~bupaten Nias Selatan ~:omor 10:Tahun 2007 sebag.ai berikut: · . · · 
a. Bangu\nan yang tidak bertingkE1t adalah: · 

1. u~tuk rumah tempat tinggal yang bersifat permaner setiap M2 Rp.1.400,-(seribu empat ratus 
rupiah); · . . . ; 

2. un~uk rumah tempat tinggal yahg bersifat semi perrnanen setiap M2 Rp.150,-(seratus lima pul,uh 
rupiah); · · · 

3. un~k kantor, industri, gu9ang, ~oteVpenginapan yan1f bersifat permanen setiap M2 Rp.2.500.- 
(d~irribu lima ratus rupiah); · 

4. uri~k kantor, lndustri, gudang, hoteVpenginapan yang bersifat semi permanen setiap M2 Rp. 
1.~00.-(seribu delapan ratus rupiah); . 

5. un'~uk bangunan pendidikan yang bersifat permanen ~etiap M2 Rp.1.800,{seribu delapan ratus . 
ru~iah); · · · · I · 

6. untuk bangunan pendidikan yang bersifat semi permanen setiap M2 Rp.800,-(delapan ratus rupah) 
7. uriluk umum/peribadatan yang bersifat permanen setia~>·M2 Rp.500,·(lima ratus rupiah); 
8. un~k umum/peribad.atan ~tang bersifat semi permanen setiap M2.Rp.250,(dua ratus llmapuluh 

ruP,iah}; . 
9. untuk bangunan pertokoan setiap M2 Rp.2.000.-(dua ribu rupiah); 
10. untuk bangunan penangkaran sarang burung walet seti1p M2 Rp.5.000;-{lima ribu rupiah); 

b. Banguhan bertingkat adalah: . . . . 
1. bahgunan lantai dasar dik1~nakan tambahan sebesar 25% dari ketentuan sebagaimana dimaksud I . . 

pa9a ayat (1}; • . . 
2. b~~gunan lantai II (tingkat II} dikenakan tambahan sebesar _50% dari ketentuan sebagaimana 

d1~aksud pada aypt (1); · · 

I 
.---\ 
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BABV 
PERHITUNGAN !)AN STRUKTUR BESARNY A TARIF RETRIBUSI 

Pasal 10 
~~ Setelah_ menerma Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizirtan T erpadu atas nama Bup{!ti Nias Selatan 

tentang lzin ~endirikan Bangunan,. pomegang: izin wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Pertzinan Terpadu untuk mulakukanpematokan di lapangannokasi bangunan. . . · 

_. Pasal9 
(1} Bila bangunan tidak selesai dalam kurun waktu .1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, rnaka 

pemilik b~ngunan wajib melapor kapada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Perizinan Pelayanan 
· Terpadu !Sabupaten Nias Selatan untuk rnemohon perpanjangc111 izin • 

. (2) Setiapperii>anjangan lzin Mendirikan Bangunan, pemohon wajib membayar biaya pengawasan. 
(3) Perpanjary.gan lzin Mendirikan Banqunan hanya dapat diperkenankan sebanyak 2-(dua) kali perpanjangan. 

Pasal8 
liin Mendirika:n Bangunan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelz.yanan Perizinan Terpadu atas nama Bupau 
Nias Selatan .• 

D. se,dahara_ Khusus Penerima pada Kantor Pelayanar, P1trizinan Terpadu Kabupaten Nlas · 
Sel~tan.. . 
a. i Bendahera Khusus Penerima .pada Kantor Pelayanen Perizinan Terpadu Kabupaten Nias 

: Selatan menerima rebibusi dari wajib retribusi dan dalam waktu 1 x 24 jam harus 
: menyetorkannya ke Kas Daer.ah melalui Bank Sumatera Utara {Bank Sumut) Cabang 

·'Telukdalam AC.412.0301. 
Pasal7 

Selambat-lampatnya 20 (dua puluh) hari keija setelah menerima/mengajukan permohonan izin, pemohon 
harus sud ah mengetahui apakah permohonannya ditolak atau dika bulkan oleh Ke pa la Kantor. 

g. penandatanganan naskeh lzin; ~an 
h. : keputusan K~pala Karitor Pelayanan Perizinan terpadu atas nama Bupati Nias Selatal'.l 

; disampaikan kepada yang bersangkutan. 
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Pasal 14 
{1) Pengawa~an dalam Peraturan ini adalah pengawasan umum dan teknis yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanari Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan dengan lnstansi/Ur:iit Kerja terkait, dan wajib 

BAB VII. 
PENGAWASAN 

Pasal12 . 
Biaya sebagajmana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 diatas set·:~lah diterima oleh BKP Kantor Pelayanan 
Perizinan Te~adu selanjutnya diseton::an ke K.as Daerah melalui Bank Sumatera Utara (Bank Sumt) Cabang 
Telukdalam AC 412.0301. · kemudian o leh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan penarikan 

, biaya pengaW~san untuk dibagikan Re;:>ada unit kerja terkait sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan 
berdasarkan k~tentuan peraturan perundang-undangan yang benaxo, . 

Pasal13 
·Biaya pemeri~saan gambar/koreksi gcmbar yang meliputi konstmksi dan arsi~ektur, biaya pengawasan dan 
biaya sempadJin serta biaya- biaya lai 1ya ditetapkan melalui sura t pemberitahuan pembayaran model. DPD - 
13. 

BABVI 
TATA CAAA PEMBAY ARAN 

3. ~angunan lantai Ill (tingkat Ill) dan seterusnya dikenakan tambahan sebesar 75% dari ketentuan 
s,ebagaimana dimaksud pada ayat(1 ). · 

c. Untuk bangunan pagar perbatasan untuk setiap_ 1 (satu) meter panjang Rp.400,-(empat ratus rupiah); 
d. Untu~ bangunan jemuran perusa@afryarig terbtiat dari be ton Rp.450,-(ernpat ratus lima rupiah) untuk 

. ti i M2· I - se ap , · , · . 
e. Setiap kegiata!l untuk pembua~an jalan masuk ke pekaranqan dipungut retribusi sebagai berikut : 

1. ~ntuk pertokoan dan usaha Iain ; Rp. 45.000,-M2• 

2. ~ntlik perumahan dan usaha Iain~ Rp. 7.500,-M2• 

3. tintuk pembuatan atau pernasangan riol ; Rp. 2.500,-M2 

f. Setiap pembuatan atau pemasanqan talud sungai dan parit dengan be ton bronjong cerocok · dan 
konstuksi lainnya dipungut rebibusi Rp.35.000,-(tiga puluh' lima ribu rupiah)/ meter panjang; 

g. Pem~uatan ·atau penutupan pembukaan parit yang pennanen untuk kepentingan usaha dan atau 
disesµaikan dengan penataan Iota dipungut retribusi sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) 
meter panjang; . ' '. 

h. Pem*uatan dan pemasangan Men Hole dipungut retribusi sebagai berikut : 
1. diatas jalan aspal Hotmix · Rp.200.000,-/tempat; 
2. diatas jalan aspal.. ;.................................. Rp.150.000,-/tempat; 
3. dlatas trotoar Rp.100.000,-/tempat; 

i 4. d1atas berm .- Rp. 50.000,-/tempat. 
i. PeneJapan biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meJiputi konstruJcsj den arsUektur sebesar 

0,05% dari Nilai Bangunan. 
j. Penetapan biaya pengawasan-sebesar 0,05% dari Nilai Bangunan. 

. (2) Dalam hal penetapan besaran rebibusi, biaya pengawasan, biaya koreksi gam)?ar_dan beserta penelitian 
berkas ol~h Kantor Pelayanan P~rizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan berkoordinasi dengan Dinas 
Kimpras~il Kabupaten Nias Selatan. 

(3) Bangunan yang bersifat . sosiar dan bangunan temp,~t tinggar perorangan dapat diberikan 
keringand,n/pengurangan maksimal 50% d~ri biaya Retribusi . 

{4) Khusus ~angunan tempat finggal .. perora~gan yang memohon keringanan/pengurangan biaya Retribusi 
hanya dapat diperkenankan kepada pernohon yang kondisi/ke mampuan ekonominya sang at terbatas dan 

· didukung :~ukti berupa surat keterangan darj Kepala desa/lurah setempat. 
(5) Biaya perheriksaan. gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur diatas disetor kepada 

Bendaharhwan Khusus Penerima ~,antor Pelayanan Perizinan rerpadu Kabupaten Nias Selatan. . 
(6) Biaya pe~gawasan disetor kepada Bendeherawen Khusus Penerima di Kantor Pelayanan Perizi~an 

Terpadu ~bupaten Nias Selatan. · . · 
-(7) Biaya ReJrjbusi dari uraian diatas dapat • disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima di Kantor 

Pelayanar:i Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan yang 1selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui 
Bank Sumatera tJtara (Bank Sumu t) Cabang T elukdalam AC 4 '12.0301. 
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Pasal18 
(1) Pembiaya~n yang timbul atas pengawasan sebagaimana <fimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j 

dibebankan kepada ·pemilik bangunan sebesar 0,05% dari nilai bangunan. · 
(2) Biaya pe~gawasan sebesar 0,05~ dari nilai bangunan sebajalmana dimaksud pada ayat (1) setelah 

dijadikan 100% diatur pengeluarannya seb~gai berikut: 
a peng~wasan oJeh Kantor Pelayanan Perizinan T erpadu Kall. Nias SeJatan... . 60% 
b. peng~Wasan oleh Din~s Kimpraswil Kab, Nias ~elatan . ., · 1 O~ 
c. peng~wasan oleh Bagran Hukum Setda Kab. N1as Selatan......... 10 ~ . 
d. pengawasan oleh Sat PoJ-PP 10% 
e. penga;Wasan oleh Kecamatan · , .- 10% 

· (3) Biaya pengawasan dipergunakan untuk : . · · · 
a. biaya petugas dari unit ke~a terkait yang turut terfibat atas pengawasan pendirian suatu bangunan; · _ 
b. · biaya :petugas teknis yang tur m memerksa lokasl banguilan dalam melaksanakan pengukuran dan 

pematpkan; · - 
c. biaya :lpetugas Teknis yang tJrun kelokasi untuk memeriksa dan mengawasi pendirian bangunan 

sesual gambar rencana; dan . 
d. biaya pembuatan laporan hasil temuan oleh para petugas. 

Paaal 19 
Selain ketentu~n pidana sebagaiman dimaksu~ . da\am pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Se\atan 
Namer 10 Tahun 2007, Barang siapa yang tidak mematuhl/rnentaati ketentuan tentang Retribusi lzin 
Mendirikan B~ngunan, Kepala Kantor Pelayanan Perlzinan Terpndu atas Nama Bupati Nias Selatan dapat _ 
mengambil tinqakan sebagai berikut : . - 

Pasal17 
Setiap peridirian bangunan diwajibkan memasang papan pengena[ dengan mencantumkan Nomor IMB, rnasa' 
berlaku, luas ~angunan dan jumlah lantai bangunan serta konstrukni. 

-· . J Pasal 16 _ 
(1) Pengaw~ Umum sebagajrnana;dlmaksud pada pasaJ 14, ~lrlugas untuk : 

a. meng~tur dan meneliti kebenaran dari IMB yang dimiliki oleh setiap pemilik bangunan; 
. b. meny~suaikan masa ber1akunya IMB d~ngan pendirian suatu bangunan oleh pemiliknya; dan 
c, memiuat laporan hasil temuan diiapangan untuk mendapal petunjuk lebih lar)jut. 

(2) Pengaw~an Teknis sebagaimana dlmsksud pada pasal 14, bertugas untuk: · 
a. melaR,ukan pemeriksaan lokasi bangunan apakah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabu~aten Nias Sel~tan, dan 1'<etentui:ln lainnya; · . , 
· b. meng~wasi pelaksanaan peke rjaan pendirian bangunan nest.iai dengan gambar rencana yang telah 

diset~ui K:pala Kantor Pelayanan Pe~zinan Te_rpadu Kab~rpaten. Nias .selatan; 
c. meng:awas1 pelaksananaan bangunan agar tidak meny1mpang dan segala ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam IMB dan syarat-syai'at teknis lainnya : dan . 
d. mengrtur tata letak bangunan sesusl dengan per1umbuhan dan keindahan kota dengan 

mempedomenl Rencana Umum Tata Ruang. . 
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dilaporkah kepada Kepala Daerah secara berkala dan/atau setiap kali apabila dibutuhkan oleh Kepala 
I Daerah.: . . 
1 . (2) Untuk melaksanakan pengawasan ernumdan penga'Nasan teknls sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \ *""., maka da~at dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkart Heng.an Keputusan Kepala Daerah. 

I . ~ Pasal 15 
~ · I (1) Satuan Pplisi Pamong Praja Kabu1>aten Nias Selatan bertugas untuk m.elaksanakan kegiatan pengawasan · 

I pene~iba~ bangunan. di lap_angan sesuat.den_gan ketentuan perundang-und~~gan yang ber1aku setelah 
I terlebih drhulu berkonsultast dan t erkoordmas, dengan Kantor Pelayanan Perizman T erpadu. . 

" , (2) Kegiatanpengawasan di lapangan sebagajmana dimaksud pac.la ayat (1) meliputi: 
,j a. pene~ban bangunan yang p,~laksanaan.nya fldak sesua dengan lzin . Mendirikan Bangunan yang 

I sud~ ditertibkan ; . . . . · 

I 
b. penefitiban/larangan bangunan yang sed. ang dikerjakan yang tidak memiliki lzin Mendirikan Bangunan; 
c. pela~anaan pendataan terhadap bangunan-bangunari . yang belum memiliki lzin Mendirikan 

I 
Bangµnan; . 

. d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daercih untuk mendapat petunjuk lebih lanjut, dan 
I temb~sannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 
I . 

I 



.------------ 

'J 

Ditetapkan di Telukdalam 
adatanggalZS April2011 

~~~ 

· Agar setiap . orang mengetahuinya, memerintahkan pengur 1dangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabapaten Nias .Selatan. 

Pasal21 
Peraturan Bup,ati irn muJaj bertaku pada tanggal diundangkan. 

a. bangunari yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dibongka~; · 
b. sebelum :r'elaksanaan pembongkaran sualu bangunan sebagaimana dimaksud · dalam ayat (1) diatas, 

Kepala K~ntor Pelayanah Perizinan · Terpadi.l. atas nsma Ke~1ala Daerah terlebih dahulu memberi surat · 
peringata~ kepada yang bersangkutan s~banyak 3 · (ttga) kali untuk membongkar banqunan yang 
menyimpa,ng dari ketentuan;dan · · 

c. apabila pe,milik ba~gunan telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali den tidak mengindahkan, 
maka perhbongkaran dilaksanakan oleh Pernerntah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan melibatkan 
instansi t~rkait. I . 

Pasal20 
Hal- Hal yangJbelum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan Bupati. 
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